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ARSTRAK

Pelaksanaan pencgakan  hukum  harus secara konsisten,  konsekwen  dan
menvelurah sangast di dambakan masyarakat, namun vtuk imevwujudkan hal ini pemerindzh
terlebih dahuly harus membenahi aparat. Penegak hukom, akan salale melibatkan
manusia i dalamnya. Hukom tidak bisa tegak dengan sendiminya, arlinya 1a Gdak mamnpu
uniuk mewujudkan sendiri kehendak-kehendaknya yang tercantum dalam hukum it
Drengan  semakin  kompleknya  zangguan  keamanan  dan ketertiban  massyaraka
{Kamtibmas) yang ada, maka masyarakat akan semakin membutuhkan kehadiran Polisi
sehagai  penepak  hukum, pengayom, pelayan dan pelindung serta pembimbing
masyarakat dalam rangka mewuojudkan kondisi Kamtibmas. Untuk mewuajudkan situasi
Kamtilmas yang terkendali maka dipeclukan profesionalisime Pole setiap melaksanakan
tugasnya, Kamtibmas dibidang lalu lintas akan sangat berbeda dengan tugas-tugas Polis
di fungsi eknis yang lain. Adapun permasalahan vang dibabas dalam tulisan ini adalah
bapaimana pelaksanaan tugas dan wewenung Pehst dalam penegakan hukom lalu lintas
dan angkutan jalan i kabupaten Pesisiv Selatan, Apakab factor-fakior vang
mempengarubi penegakan hukum lalo lintas dan angkotan jalan, Apakah peranan polisi
dalam rangka penegakan hukum lale lintas dan angkutan jalan. Untuk mengetahu hal im
penulis mengeunakan metode vuridis sosiclogis dan metode pengumpulan data adalah
dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari penclitian lapangan dan pustaka,
Dar data-data vang telah didapat maka akan dianalisa lagi dengan metode koalitatif. Dari
hasil pepeliian dapat disimpulkan bahwa Polisi dalam pelaksanasn  lugas  dan
wewenangnya dalam penegakan bukum lalu lintas dan anghkutan di kabupaten Pesisir
Selatan menerapkan tiga bentuk tindakan | tindakan pre-emtil, tindakan preventif dan
tindakan represif. Faktor-fakior vang dapal mempengaruhn penegakan hukum lalu hintas
dan angkutan jalan di dacrah kabupaten Pesisir Sclatan adalah faktor internal yaitu dan
faktor petugas, [aklor sarana dan prasarana, faktor anpgaran pelaksanaam, dan hambatan
vang bersifat eksternal adalah faktor Undang-Undang dan faktor budaya hukum
masyarakat vang masih rendab sehingga masvarakatl hanva patuh dan taat pada hukum
sanl ada petuzas polist sebagal penjalan Undang-Undang. Peranan Polisi dalam rangka
penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan belum berjalan optimal disebabkan
jumlah personil Polisi lalu lintas yvang hanya berjumlah 42 personil untuk mengawasi +
J00,000 jiwa penduduk kabupaten Pesisir Selatan, Untuk itn demi tereapainya penegakan
hukem yang dinginkan  oleb  pembuat  Undang-Undang  tersebut Polisi - harus
meningkatkan lagi profesionabisme, mentalitas, jumlah dan cara kerja dari aparat penegak
Fukuem itu sendir. Dismping it juga mengadakan penyuluhan serta mensosialisasikan
berlakunya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan vaitu UL No, 14 Tahun
1592 jo UL No. 22 Tahun 2008



BABI

PENDANULUAMN

A, Latar Belakang

Aparatur penepak hukum mencakup mstitusi penegak hukum dan apamt penegak
hukum. Dalam arti sempit, aparatur penecak hukem i dimolai derl Polisi termasuk
Penyidik Pegawai Iegeri Sipil { PPNS ), penaschat hukum, jaksa, hakim dan petugas-
petugas sipie. Setiap aparat dan aparatur mencakup pula pihak-pihak yang bersanghutan
dengan tugas atau perannyve vaile terkait denpan kegintan penselidikan, penvidikan,
penuntuian,  pembuktian,  penjatuhan vonis  dan  pemberian  samksi.  serta upaya
pemasvarakatan terpidana.

Paolist sebagai salah satu aparat penegak hukum vang bertujuan untuk memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi. menpavomi, serta malavani masyarakat
deppan menjujung tinggr Hak Asasi Manusia (FLAM), hendaknva melakukan tuges dangan
sebuik-baiknya untuk tercapainya fujuan tersebut. Pada kenyatasnnya banyak tedapat
pelanpgaran-pelangearan vang dilakukan olel "okaum™ Polisi i berbagai bidang, vang
menghambat terciplanyva penegakan hukum vang di cita-citakan seperti penceakan hukum
dalam bidang lalu lintes dan engkutan jalan.

Lalu lintas dan angkutan jalan merpakan suaty masafah vang sangat vital dan
penting sekali pleh masvarakat untuk menghubungi dan suato tempat ke tempat lainnya
terutama dalam pelaksanasn roda perekonomisn, Jadi kalaw tidak adanya pibak lain yang
terkait dalam penegakan hukum lahs lintas dan angkutan jalan ini maka tidak akan tercapai
apa vang dicita-citakan oleh undang-undang lalu [intas dan angkitan jalan tu sendiri,
Selain ikut sertanya seluruh instansi terkait juga sangat ditestukan oleh kesadaran hukum

masvarzkat dalam berlalu lintas di jalan raya terutama peranan Polisi laluo lintas.



Polizi lalu fintas sebagai wjung tombak dalam pencgakan hukum lalo lintas di
masvarakat baik vang bersifat preventil dan represif, mempunyal peranan vang penting dan
strateei sifatnyva dalam vsaha menumbuh kembangkan kesadaran hukum lalu lintas dalam
ramgka menciptakan suasana berlalo lintas vang aman, tertib dan lancar,

Penegakan  hukum  merspakan kal yang sangat penting. dimana  dengan
penegakan hukum akan dapat menjglankan fungsi hukom yang berlaku, Dengan tegaknya
hukum maka akan berdampak pada aspek bubum o sendin dimana orang akan patuh dan
tazt pade hukum sehingpa tercipta keandaan aman dan tertib. Penepakon hukum sebaiknya
dilakukan apahila pendekatan rekayasa. sosialisasi don pendidikan terhadap suataw aturan
tertentu telah dilakukan. Dafam konteks peneyelangparasn lafe hintas dan anpkutan jalan,
miselnya penegakan hukum terhadap tats cara berlalu lintas dapat dilakukan apabila
penyediaan fasilitas pendukung vang memungkinkan masyarakat pengguna jelan berlalu
lintas dengan baik telah disediakan dan sosialinsed tentang tata cara berlalu linkas telah
dilakukan.

Pembangunan  hukom mencakup  penpembangan perangkat atan ketentuan-
Letentuan hukum. vang ditujukan untuk menciptakan persujudan negara hukum.' Secara
umum rmasyarakat berpandangan bahwa lahe lintas jalan menjadi tegas dan tangeung jawab
Palisi, tetapi dalam hal ini semestinva juga merepakan tanggung jawab masyvarakat.
Pelaksanaan penegakan hukum sccarz konsisten, konsckwen dan menyeluruh sangat
didambakan semua pihak, namun untuk hal ini pemerintah terlebih dahulu  harus
membenahi aparainya.

Plenumt Asshiddigie. pencgakan hukum adalah prozes dilakekannya upayva untuk
teaaknya atau herfungsinya norma-norma hukum secarn nyata sebagal pedoman perilaku

dalam lalulintas atau hubungen-hubungan hekum dalem kehidepan bermasyarakat dan

' Sukarion marmosvdjono, Pesegakan Habior of Negora Poncasila, Pestoke Bording, Jakarta, 1988,
fial, 12
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hl_-rn._*g_ar;j_: Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnva, Hukum tidek
akan legak dengan sendirinya, artinya ia tidak mampu untuk mewujudkan sendir
kehendak-kehendaknya vang tercantum dalam hukum i,

Dalam pengertian lain, penegakan hukum adalah susty proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenvataan, vang disebut sehagai keinginan-keinginan
hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang wvany
dirumuskan dalam peraturan hukum itw.*

Penegakan hukum merupakan upava yang dilakukan untuk menjadikan hubkum,
baik dalam artian formil yang sempil maupon dalam arlt materil vang luas, sebapal
pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang
bersangkutan mavpun cleh aparatur pencgakan hukum wang resmi dibernt tugas dan
kewenanpgan olelt Undang-undang untuk menjamin berfungsinya noma-norma hukom
vang berlaku dalam kehidupan hermasyarakal din bernegara,”

Morma hukum vang dimaksud adalah Undang-Undang Momer 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan 4 {empat) Peratwran Pemerintah schagai
penjabarannya yaiu PI* Womor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, PP Nomor 42
Tuhun 1993 Tentang Pemeriksaan Kendarman Bermotor di Jalan, PI* Nomor 43 Tahun
1493 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan dan PP Nomor 44 Tabun 1993 Tentang
boendarnan dan Penpemuedi. Dalam wpaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-
ketentuan dalam perateran perundang-undangan bidang LLAJ tersebut. maka terdapat
sanksi pidana yang akan dikenskan kepada masyarakat/penpguna jolan yvang melongiar
ketentuan dalam  perundang-undangan tersebut. Pelanpgaran bidang lalu lintas dan

angkutan jalen vang harus dilakukan penegakan hukom vang diatur dalam Undang-Undong

3 Jimby Ashidicpe, Penegatan Sakienhip Soww Selusi hukum. Convartibel/aritkel 3% plyp & juli
2000 Jam 2100 wib

! Sanipte Balordjo, MWasafah Fenegatan (e, Sinar Bondung, 1983, hal, 24

¥ Pencinkar Fakaen Sooocw Solusi hukum, Com 6 Juli 2008 jam 2100 wib
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Nomor |4 Tahun 1992 sepertt pelanggaran pemenuhan persyaraton teknis dan laik jolan,
pelanggaran muatan, pelanggaran perizinan, pelanggaran marka, rambu dan alal pemberi
Psvarat lalu Bintas. Pada Kabupaten Pesisir Selatan sering di jumpai tedadi pelanggaran lalu
lintas seperti pelanggaran-pelangearan tersebul distas seperti pelanpgaran rambu lzlu lintas
dengan menerobos mmbu tanda dilarang baik tanda  dilarang parkir. dilarang stop
{herhenti), dilarang memutar, menerobos lampue merah dan masih banvak lagi pelangoaran-
pelanggaran yang dilzskukan oleh pengeuna jelan khususnya pengendara kendarzan
bermotor di daerah Pesisir Sclatan, Berawal dard itu maka penulis tertasik untuk melakukan
penelitian dan juga penulisan menjadi scbuah karya ilmish yang berbentuk skripsi. yang
penulis beri judu! "Peranan Polisi Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Lalu Lintas
an Angkuotan Jalan DI Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan™.
B. Perumusan Masalah
Adapun permasalaban vang akan penulis babas dalam  penelitian ini adalah

sehapal berikut:

[. Bapamana pelaksanaan tugas dan wewenong Polisi dalam penegakkan hukum lalu

lintas dan angkutan jalan?

I Apa faktor-fakior vang mempengaruhi penegakan hukom lalu lintas dan angkuian
jalan di Daesrah Kabupaten Pesisir Selatan?

3, Apa peranen vang dilakukan Kepolisian di Dasrah Kabupaten Pesisir Sclatan dalam

meningkatkan kesadarmn hukum masyarakat dalam herlalo lintas di jalan rava?
C. Tujuan Penelitinn
Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang penulis inginkan adalab sebagpai

berikut:

I, Untuk mengetahul tegas dan wewenang Pelisi dalam penegakkan hukum lule lintas

dun angkutan jalan.



BAB IV

PENLTLP

A, Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah divraikan pada bab sebelumnya

maka dapat ditanik kesimpulan yang sekaligus merupakan jawaban dari perumuosan

masalah serta tujuan dan penelitian yang dikemukakan pada BAR 1 Dengan demikian

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikuot ;

|, Dalam pelaksanaan penanggulangan pelangearan lalu lintas dilakukan dengan

upavi-upayva schagai beribue !

.

Upaya preemtif vaitu mengamali dan mendata tempat-tempat atau lokasi vang
rawan kecelakaan dan pelangparan Lalin sekalipus mengawasi kegistan-
kegiatan yang berhubungan dengan pemakaian jalan oleh mayvarakat untuk
mengantisipasi teadinya pelangearan dan kecelakaan.

Upaya Preventil seperti Sosialisasi mengenai tertib berlabu Hntas, Memberikan
tanda-tanda pada jalan rusak, memberikan pengamonan dan pengawalan
terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat massal. Upaya ini meropakan
langkah pencegahan untuk menimalisir tegadinva pelanggaran dan kecelakaan
lalu lintas.

Upaya Represif, merupakan wpaya akhir vang diterspkan Polisi dalam
menaggulang pelangparan lalo lintas seperti memberi tilang yang merupakan
bentuk tindakan represif vutisiil, sedangkan represif non vutisiil memberikan

peringatan dan teguran bagi pengendara kendarasn bermotor,

2. Faktor-faktor yang menghalangi penegakan hukum lalu lintas vaiw -

a, Faktor internal yanp terdin dari



- Faktor Petugas ! Aparat penegak [Tukum
- Faktor Sarana don Prasarana
- Fakwr Anggaran Pelaksanaan
b, Hambatan vang bersifat Ekstermal vaitu -
- Faktor Undang-Undang
- Faktor Budaya hukum masyarakal vang rendah,

3. Ternyata polisi dalam menjalankan tupas dan wewenangnya dolam penegakan
hukum lalu lintas di Kabupates Pesisir selstan mengalami permasalabun dengan
terbatasnya  jumlah personil yang ada yaitu sebanvak 42 orang. scdangkan
standamya menurut PBR adalah 15350 untuk daerah Kabupaten Pesisir Sclatan 42
personil mengawas 400,000 jivwa penduduk. kalau dibandingkan yaitu 1:9.500, dan
yang tak kalah pentingnya masih kurangnya kesadaran hukum masyarakan terhadap
pelaksanasn undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan.

B. Saran
Dengan memperhatikan hasil dari penelitian yang dilakukan di Polres Kabupaten
Pesisir Selatan tenteng peranen Polisi dalam penegakan hukum laly lints dan angkutan
Jalan, berikut ini akan disampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan sebagai
umpan balik bagi pihak-pihak vang terkait, anlara lain ;
| Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk perkembangan dalam bidang ilmu
hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum falu lintas dan
angkutan jalan, karena semakin tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran
yang terjadi.
2. Jika dibandingkan luas Kabupaten Pesisie Selatan dengan jumlah personil POLR]
vang ada, maka kimnya patut dipertimbangkan penambahan jumlah personil

Polizi labo Imtas di Kabupaten Pesisir Selatan secara koalitas dan keantitas.
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